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-

Assalamu’alaikum, Wr.Wb.,

Puji syukur Alhamdulillah, Jurnal Hukum RECHTENS
Fakultas Hukum Universitas Islam Jember kembali
menerbitkan edisi baru dengan nomor penerbitan Vol. 6 No.
2, Desember 2017.

Jurnal  Hukum RECHTENS dalampenerbitan edisi
ini,menampilkan beberapa tulisan terbaru dalambidang
hukum dengan berbagai sudut pandang kajian.Kajian-kajian
tersebut sesuai dengan tingkat perkembangan hukum, baik
hasil penelitian secara normatif maupunpenelitian empiris
sosiologis. Tulisan-tulisan dalam jurnal ini diharapkan turut
menambah khazanah dan pengayaan pengetahuan dalam
bidang hukum bagi akademisi maupun masyarakat secara
umum.

Selengkapnya dalam edisi Vol. 6 No. 2, Desember 2017
ini,topik-topik tulisanyang “diangkat adalah sebagai berikut:
Tanggung Jawab Direksi Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
TerhadapPenyelesaian Kredit Macet Di Wilayah Kerja Bank
Indonesia Jember; Formulasi Delik Dalam Tindak Pidana
Korupsi; Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Kerjasama Antara
Petani Tembakau Di Kabui:::aten Jember Dengan PT. Adi
Sampoerna; Menakar Efektivitas Perda Kabupaten Jember
Nomor 5 Tahun 2008 Terhadap Perlindungan TKI; Pencegahan
Tindak Pidana Pencucian Uang TerhadapTransaksi Keuangan
Melalui Non Sistem Keuangan; serta Peran Pemerintah Daerah
Dalam Pelaksanaan Sertifikasi Wakaf Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Kabupaten
Bondowoso.

Terakhir, kami juga mengundang paranara sumber
tulisan, artikel kajian ilmiah dan atau hasil penelitian yang
bermutu dalam bidang hokum untuk menyumbangkan
tulisannya bagi keperluan penerbitan edisi berikutnya.

Wassalamu’alaikum, Wr. Wb.,
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PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TERHADAP
TRANSAKSI KEUANGAN MELALUI NON SISTEM KEUANGAN

Oleh:

Sapti Prihatmini, S.H., M.H.

Abstract

The process of money laundering crime has always progressed, initially the process of money
laundering through the financial system, then developed by using non-financial system, even
now has grown to professional institutions, such as advocates, notaries and public
accountants. To prevent money laundering with ever growing typology, a set of rules is
required that requires reporting to any financial service provider, provider of goods and / or
services and service providers. With reporting obligations imposed on the reporting parties
that are adapted to the development of the typology of money laundering, money laundering

can be preverted.

Keywords: Money laundering, transaction, non financial system

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Seiring perkembangan teknologi dan
informasi serta berkembangnya kehidupan
dalam lingkup globalisasi, tidak hanya
berdampak positif namun juga berdampak
negatif, khususnjra dalam konteks per-
kembangan tindak pidana. Dahulu tindak
pidana bersifat konvensional, seperti pem-
bunuhan, menganiavaan dan pencurian,
setelah adanya perkembangan diatas, keja-
hatan berkembang kearah tindak pidana

yang bersifat terorganisasi dan trans-

nasional, seperti perdagangan narkotika,
terorisme dan tindak pidana pencucian
uang.

Sebégaimana laporan High Panel of
Threat PBB yang menetapkan 6 ancaman
dan tantangan dunia pada abad ke 21
yakni: (1) ancaman social danekonomu, ter-
masuk keﬁliskinan, penyakit menular dan
kerusakan lingkungan; (2) konflik antar
negara, (3) konflik internal, termasuk
perang saudara, genosida, dan kejahatan
berskala besar; (4) senjata nuklir; (5)

terorisme; dan (6) kejahatan lintas batas
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negara terorganisasi.' Berdasarkan United
Convention Against Transnational yang
telah  diratifikasi oleh Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2009 mengatﬁr 5 jenis
kejahatan inti yaitu: (1) korupsi; (2)
pencucian uang; (3) perdagangan orang;
(4) penyelundupan orang; dan (5)
penyelundupan  senjata.  Berdasarkan
undang-undang tersebut tindak pidana
merup;;;kan tindak pidana yang “bersifat
terorganisasi dan transnasional yang perlu
dicegah dan diberantas oleh seluruh iwcgara
di dunia. Menurut Kofi Annan, untuk
mencegaﬁ tantangan di abad k; 21-di1 atas
dengan mewujudkan sistem keamanan
bersama (colective securty) seca;*a efektif,
efisien dan seimbang (efective, efficient
and equimbie).zSangat tidak muﬂgkin satu
négara mampu mencegah dan mem-
berantas tantangan abad ke 21 di atas
secara mandiri, meskipun negara tersebut
sefmat Amerika, oleh karena itu untukperlu
memberantas dan mencegah ancaman ter-
sebut dilakukansecara bersama-sama dari
setlap negara yang disebut dengan “sistem
keamanan bersama (colective securty)”.
Tindak pidana pencucian uang
semula berasal dari tindak pidana asal per-
dagangan narkotika yang berkembang di

negara-negara maju. Namun dalam per-

kembangannya tindak pidana asal yang

' Romli Atmasasmita, Buku I Kapita Selekta
Kejahatan Bisnis dan Hukum Pidana, Fikahati
Aneska, Tanpa Tempat, 2013, him. 97.

* Ibid, hlm. 96.
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berhubungan dengan tindak pidana pen-
cucian uang mengalami perluasan kepada
tindak pidana asal yang dapat meng-
hasilkan uang hasil tindak pidana dalam
sekala besar, seperti penggelapan pajak,

perdagangan orang dan korupsi.”

Tindak pidana pencucian uang meru-
pakan tindak pidana yang menyamarkan
atau menyembunyikan uang hasil dari
tindak pidana (asal) seolah-olah uang hasil
dart tindak pidana tersebut menjadi uang
Srang sah. Sebagaimana didefinisikan oleh
Welling, tindak pidana pencucian uang
adalah proses penyembunyiaan kebera-
daan, sumber uang tidak sah, atau aplikasi
pehdapatan tidak sah, sehingga pendapatan
tersebut menjadi seolah-olah sah.* Demi-
kian juga pendapat Frase, tindak pidana
pencucian uang adalah proses yang sangat
sederhana dari uang kotor diproses atau

dicuci melalui sumber yang sah atau bersih

sehingga orang dapat menikmati keun-
tungan tidak halal dengan aman.’

Proses tindak pidana pencucian uang
dari uang hasil tindak pidana asal sehingga
menjadi seolah-olah uang yang sah, legal
atau halal pada umumnya diproses melalui
tiga tahapan. Pertama, tahapan placement
(penempatan), uang hasil dari tindak

pidana (asal) diletakkan atau disimpan ke

> Romli Atmasasmita, Globalisasi Kejahatan

Bisnis, Kencana, Jakarta, 2010, him. 52.

' Harmadi, Kejahatan Pencucian Uang, Setara
Press, Malang, 2011, hlm. 25.

> Ibid, hlm. 26.
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dalam sistem keuangan, seperti disimpan
di bank atau lembaga sistem keuangan
lainnya.

Kedua, tahapan layering (pelapisan),
setelah tahapan penempatan selesai di-
lakukan ke dalam sistem keuangan langkah
berikutnya agar asal dan sumber uang hasil
dar1 tindak pidana tidak " diketahui di-
lakukan langkah pelapisan dengan cara
memindahkan atau mentransfer vang hasil
tindak pidana yang ada dalam sistem
keuangan tersebut ke sistem keuangan
yang lamn dengan cara memecah-mecah-
kan, seperti mentranfer dari satu bank ke
bank yang lam, baik yang berada dalam
negerl atau yang berada di luar negeri.

tahapan integration

Ketiga,
(penyatuan), setelah tahapan penempatan
dan pelapisan telah selesai dilakukan,
sehingga asal usul atau sumber uang basil
tindak pidana tidak dapat diketahui dan
dilacak olah penegak hukum, harta tersebut
d1 masukkan kepada lembaga usaha yang
sah, dar1 pelaksanaan mempersatukan uang
hasil tindak pidana kedalam lembaga usaha
yang sah maka hasil dari usaha tersebut
seolah-olah menjadi wuang yang is:z—:n]:l,,
meskipun awalnya bersumber dari hasil
tindak pidana.® i

Karakteristik dan tipologi tindak

pidana pencucian uang selalu mengalami

® Sutan Remy Sjahdeini, Seluk Beluk Tindak
Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan
Terorisme, Grafiti, Jakarta, 2007, him. 33.
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perkembangan. Terdapat beberapa model
pencucian uang yang lazim dilakukan oleh
pelaku tindak pidana pencucian uang: (1)
mode]ld‘epgan operasi C-Chase, model ini
dilakukan‘ dengan cara menyimpan uang
hasil tindak pidana di bank “di bawah
Ketentuan™ sehingga uang yang di simpan-
nya térlepas dar1 kewajiban pelaporan,
karena uang yang disimpan dibawah ke-
tentuan sebagai- transaksi yang wajib
dilaporkan ke FIU (Financial Intelligence
Um’f); (2) Model pizza connection, mﬁdei
in1 memanfaatkan sisa uang yang disimpan
d1 bank untuk mendapatkan konsesi pizza,
dan melibatkan negara tax haven dengan
memantaatkan ekspor fiktif; (3) model la
mina, model 1n1 memanfaatkan pedagang
grosir emas dan permata dalam negeri dan
luar neger1 dalam menyamarkan uang hasil
tindak pidana; (4) Model dengan penyelun-
dupan uvangtunaike negara lain; dan (5)
model dengan melakukan perdagangan
saham di bursa efek.’

Dar1 sekian model tindak pidana pen-
cucian uang tersebut, proses penyem-
bunyian atau penyamaran uang hasil tindak
pidana yang akan dicuci selalu melalui
media sistem keuangan, baik bank, bursa
efek dan lainnya, meskipun beberapa
model tindak pidana pencucian uang

dilakukan melalui media non sistem

" Jacky Uly dan Bernard L. Tanya, Money
Laudering, Laros, Surabaya, him. 8.
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keuangan, melalui perdagangan properti,
emas, permata dan lamnnya. -
Perkembangan model tindak pidana
yang sedemikian rupa tidak hénya dapat
dicegah melalui sistem atau model pen-
cegahan tindak pidana pehcﬁcian uang
hanya dar1 sektor sistem keuangan.
Nampaknya  akhir-akhir ini  proses

pencucian uang telah banyak memanfaat-

kan sektor-sektor non sistem keuangan,

bahkan menyertakan seorang profesional
di dalamnya yang dipaksa ikut serta untuk
menyembunyikan dan menyamarkan uang
hasil tindak pidana, seperti notaris, advokat
dan akuntan publik, yang sef:ing disebut
dengan istilah garekeeper.

Peraturan perundang-un&aﬁgan apa-
kah telah mengantisipasi proses tindak
pidana pencucian uang melalui non sistem
keuangan serta melibatkan tenaga profe-
sional untuk memuluskan [illﬂﬂki pidana
pencucian uang, oleh karena itu penting
untuk menganalisa kebijakan penal tentang
tindak pidana pencucian uang yang di-

lakukan melalui non sistem keuangan.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di
atas dapat dirumuskan beberapa per-
masalahan yang dapat dikaji, adapun
rumusan masalah tersebut adalah:
1. Bagaimanakah tipologi tindak“pidana
pencucian uang yang melalui non

sistem keuangan?

JURNAL RECHTENS, Vol. 6, No. 2, Desember 2017

2. Apakan Peraturan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pen-
cegahan dan Pemberantasan Tindak
Pidana Pencucian Uang telah men-
cegah tindak pidana pencucian uang

yang melalui non system keuangan?

PEMBAHASAN
A. Perkembangan Tipologi Tindak

Pidana Pencucian Uang

Jika merujuk pada pengertian tindak
ﬁidana pencucian uang s$ebagai suatu
proses untuk menyembunyikan atau me-
nyamarkan uang dar1 tindak pidana asal
yang seolah-olah nantinya menjadi uang
yang sah, maka proses untuk me-
nyembunyikan dan menyamarkan uang
hasil tindak pidana selalu mengalami
perkembangan, hal tersebut menjadi suatu
strateg1 agar uang hasil tindak pidana tidak
dapat dideteksi dan diketahui asal atau
sumber dari uang tersebut oleh penegak
hukum.

Pada dasarnya tindak pidana pen-
cucian uang dapat dilakukan terhadap uang
ha$i1 tindak pidana yang nominalnya besar,
jika hasil tindak pidana nominalnya kecil
dengan sendirinya dapat disamarkan ke
dalam investasi secara tidak kentara.®
Untuk tindak pidana yang inenghasﬂkan
uang dengan nominal yang sangat besar,

tidak semerta-merta dapat disamarkan atau

* Sutan Remy Sjahdeini, Op. Cit, hlm. 14.
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disembunyikan langsung melalui investasi
legal secara langsung, karena peniegak
hukum akan mengetahui, maka terlebih
dahulu harus dilakukan melalui tahapan
tindak pidana pencucian uang dengan cara
placement dan layering.

Menurut Egmont Group, setelah me-
nginvestigasi beberapa kasus dan perkara
tindak pidana pencucian uang, dapat
menentukan dar perkara tersebut bahwa
terdapat lima tipe dari tindak pidana
pencucian uang:

. Penyembunyian kedalam  struktur

bisnis

2. Penyalahgunaan bisnis yang sah

3. Penggunaan identitas palsu, dokumen
palsu, atau perantara

4. Pengeksploitasian  masalah-masalah

yang menyangkut yurisdiksi i1_1ter-

nasional

5. Penggunaan tipe-tipe harta kekayaan

yang tanpa nama.

Pertama, penyembunyian ke dalam
struktur bisnis, pelaku tindak pidana
pencucian uang menyertakan uang hasil
tindak pidana untuk disamarkan atau
disembunyikan melalui lembaga bisnis
yang legal. Namun, sebelum langkah

tersebut dilakukan selalu didahului oleh
. tindakan penyimpanan terhadap uang hasil
tindak pidana kedaiam sistem keuangan
dan dilanjutkan dengan langkah pelapisan,

mentranfer beberapa kali uang tersebut

87

dari satu bank ke bank yang lain, baik yang
berada .didalam neger1 maupun yang
berada diluar negeri.

Tipologi pertama ini dilakukan oleh
pelaku tindak pidana pencucian uang
karena beberapa keuntunga, (1) dengan
cara ini para pelaku tindak pidana pen-
cucian uang dapat dengan leluasa me-
megang kendali jalannya perusahaan
tersebut; (2) penyedia jasa keuangan
seperti bank tidak akan curiga apabila
tcrdépat rekening yang fluktuatif atas nama
perusahaan dibandingkan atas nama
rekening' pribadi; (3) kegiatan bisnis legal
memiliki alasan-alasan untuk melakukan
transfer keuangan dengan jumlah besar
dibandingkan rekening  pribadi;, (4)
penegak hukum tidak akan curika apabila
ada penyimpanan uang yang besar di
perusahaan, karena transaksi yang selalu
dilakukan adalah transaksi iunal yang
sangat banyak sekali; dan (5) biaya untuk
mendirikan perusahaan tidak terlalu
mahal.’

Kedua, penyalahgunaan bisnis yang
sah, tindak pidana pencucian uang me-
manfaatkan lembaga bisnis yangsah untuk
melakukan tindak pidana pencucian uang.
Jika tipologi pertama uang hasil tindak
pidana disepakati untuk diinvestasikan ke
dalam perusahaan yang sah. Sedangkan

tipe kedua menggunakan lembaga bisnis

? Ibid, hlm. 124.
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yang legal, namun lembaga bisnis tersebut
tidak mengetahui bahwa d_iﬁanfaatkan
sebagal media untuk melakukan tindak
pidana pencucian uang. "

Ketiga, penggunaan identitas palsu,
dokumen palsu, dan penggunaan perantara,
tipologi ini pelaku tindak pidana pencucian
uang melakukan tindak pidana -pencucian

uang melalul perantara orang lain, di mana

orang lain tersebut memungkinkan telah

ada kesepakatan sebelumnya dengan
pelaku tindak pidana pencucian uang, mau-
pun perantara tersebut benar-benar tidak
mengetahuir bahwa apa yang dilakukan
merupakan tindak pidana pencucian uang.
Perantara dapat juga dilakukan mengguna-
kan dokumen pasla dan idnetitas palsu."’
Keempat, pengeksploitasian masa-
lah-masalah yang menyangkut yurisdiksi
ternasional, tipologi tindak pidana pen-
cucian uang ini dilakukan dengan cara
memanfaatkan yuridiksi negara-negara lain
yang kira-kira menguntungkan 1ﬂ1ntul{ di-
lakukan tindak pidapa pencucian uang.
Salah satu tindakannya adalah memilih
negara-negara yang Kira-kira aturan per-
bankannya lemah, atauran pajaknya lemah,
negara-negara yang demikianlah yang
menjadi sasaran dari pelaku tindak pidana

-
pencucian uang.'”

'% Ibid, him.125.
" Ibid, hlm. 126.
'2 Ibid, him 127
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Kelima, penggunaan harta kekayaan
tanpa nama, tipologi ini menunjukkan
bahwa pelaku tindak pidana pencucian
uﬁng dengan menggunakan harta ke-
kayaannya dengan tanpa nama, sehingga
melacak uang hasil kejahatan yang tanpa
nama tersebut sangatlah sulit untuk me-
lakukan penegakan ukum terhadap perkara
yang demikian.

Serring- dengan perkembangan dan
seiring dengan pencegahan yang telah di-
ihkukan, tipologi tindak pidana pencucian
uang terus berkembang. Awalnya tipologi
yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana
pencucian uang hanya melalui sistem ke-
uaﬁgan atau non sistem keuangan, sebagai-
mana telah dijelaskan diatas, meningkat
dengan berafiliasi dengan tenaga-tenaga
profesional, seperti advokat, notaris,
akuntan pablik dan lainnya. Tipologi
demikian ini disebut dengan gatekeeper.

Meﬁumt Peter MC Namee, latar
bcl!akang munculnya gatekeeper ini adalah
hak keistimiwaan yang dimiliki para
gatekeeper digunakan untuk bekerjasama
dengan pelaku tindak pidana.'® Seperti
advokat, dalam Undang-Undang Advokat
tidak ada batasan uang jasa yang diberikan
kepada advokat oleh penerima jasa

advokat (klien), sehingga hal tersebut
dimaniaatkan oleh pelaku tindak pidana

" Paku Utama, Memahami Asset Recovery &
Gatekeeper, Indonesia Legal Roundtable, Jakarta,
2013, him. 141.
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untu menyembunyikan atau menyamarkan
uang hasil dari tindak pidana agar seolah-
olah menjadi uang yang sah.

Gatekeeper adalah berbagai profesi-
onal dibidang keuangan atau hukum
dengan keahlian, pengetahuan, dan akses
khusus kepada sistem keuangan global,
yang memanfaatkan keahlian mereka
untuk menyembunyikan hasil tindak
pi«:lanﬂ.l’fi Profes1  yang berhubungan
dengan gatereeper bukanlah profesi yang
buruk, pada dasarnya profesi tersebut
merupakan profesi yang sangat mulnya
dan baik namun karena dimanfaatkan oleh
pelaku tindak pidana untuk menjfembunyi—
kan atau menyamarkan uang hasil tiﬁdak
pidananya profesi tersebut seolah-olah
menjadi profesi yang buruk. K

Profesi yang  tergolong ' 'dari
gatekeeper merupakan profesi yaﬁg' di-
berikan hak untuk dilindungi kerahasian-
nya terhadap transaksi keuangan yang
dilakukan dengan penerima jasanya. Hak
keistimiwaan ini menjadi peluang dari
beberapa gatekeeper bekerjasama dengan
pelaku tindak pidana pencucian uang untuk
dijadikan penempatan uang hasil tindak
pidana yang telah dilakukan agar tidak
terdeteksi oleh penegak hukum.

Tentunya pelaku tindak pidana pen-

cucian uang selalu mencari strategi baru

untuk mencuci uangnya agar uang hasil

'4 Ibid, hlm. 142.
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tindak pidananya tidak dapat dideteksi oleh
para penegak hukum. D1 atas telah di-
uraikan perkembangan tipologi tindak
pidana pencucian uang, mulal dar1 yang
bersifat sederhana sampai kepada yang
melibatkan tenaga atau profesi yang
profesional untuk bekerjasama melakukan
tindak pidana pencucian uang, sepertl
advokat, notaris dan -akuntan pablik.,
Strategi yang dilakukan para pelaku tindak

pidana kedepan akan terus berkembang.

B. Pencegahan Tindak Pidana Pen-
cucian Uang
Adanya I perkembangan  tipologi
tindal«:i piﬂana pencucian uang telah dianti-
sipasi oleh pemermntah dengan mengun-
dangkaﬁnya Undang-Undang Nomor &
Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian
Uang. Sebelum undang-undang 1ni
pemerintah telah mengundangkan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang
Tindak Pidana Pencucian Uang, kemudian
setelah satu tahun diundangkan Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang
Tindak Pidana Pencucian Uang. Salah satu
latar belakang dirubahnya Undang-Undang
Nomor .25 Tahun 2003 dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang

- Pencegahan dan Pemberantasan Tindak

| Pidana Pencucian Uang adalah sempitnya

JURNAL RECHTENS, Vol. 6, No. 2, Desember 2017


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

90 | '

cangkupan pelapor dan jenis laporan-nya. o

Pelapor dalam konteks ini1 suatu lembaga

yang memiliki  kewajiban- pelaporan -

kepada PPATK (Pusat Pelaporan Analisis
Transaksi Keuangan) apabila ada transaksi
keuangan tertentu yang memenuhi syarat
untuk dilaporkan kepada PPATK. |
Undang-Undang Nomor '8 Tahun

2010 Tentang Pencegahan dan Pem-

berantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

selanjutnya ditulis UU TPPU berbeda
dengan undang-undang tindak pidana pen-

cucian uang sebelumnya yang hanya me-

nekankan pada penegakan hukum tindak - |

pidana pencucian uang. Sementara, UU
TPPU im1 menekankan pada dua aspek,
pertama, pada pencegahan tindak pidana
pencucian uang dan kedua, memtiktekan-
kan pada pemberantasan tin::ial; pidana
pencucian uang.

Pemberantasan tindak pidana pen-
cucian uang dalam UU TPPU dirumuskan
dengan Kketentuan pidana sebagaimana
diatur dalam Pasal 3, 4 dan 5 UUITPPU.
Sedangkan untuk pencegahan tindak
pidana pencucian uang dirancang dengan
dua strategi, (1) dengan strategi penerapan
prinsipmengenali pengguna jasa; dan (2)
dengan strategi kewajiban pelaporan yang

dibebankan kepada pelapor apabila

" Sosialisasi PPATK (Pusat Pelaporan Analisis
. Transaksi Keuangan) Tentang Undang-Undang
- Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di
Fakultas Hukum Universitas Jember, Tanggal 17-
18 Februari 201 1.
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terdapat transaksi keuangan yang me-
menuhi syarat untuk dilaporkan kepada
PPATK.

Tulisan ini difokuskan pencegahan
tindak pidana pencucian uang hanya pada
kewajiban pelaporan yang dilakukan oleh
]Selapcrr terhadap transaksi Keuangan yang
memenuhi syarat untuk dilaporkan kepada
PPATK. Kewajiban pelaporan dalam UU
TPPU diatur dalam Bab. IV tentang
Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan.

| Pada dasarnya ketentuan tentang ke-
wajiban pelaporan ini merupakan per-
wujudan darn rekomendasi nomor 14. dan

15 the Forty Recomendation dari FATF

(Financial Take Force .on Money

Laundering), didalam rekomendasi nomor

14 disebutkan bahwa penyedia jasa ke-

uangan harus memberikan perhatian
khusus kepada transaksi-transaksi yang
besar' jumlahnya dan kompleks sifatnya
serta merupakan pola transaksi yang tidak
lazim di mﬁna transaksi tersebut tidak jelas
tujﬁan ekonominya dan tidak jelas
keabsahannya. 4

UU TPPU mengatur mengenai ke-
wajiban pelaporan ini dalam Pasal 17 yang
mengatur pihak pelapor yang diberikan
kewenangan oleh undang-undang ini untuk
melgporkan terhadap transaksi yang
memenuhi syarat untuk dilaporkan. Pihak
pelapor tersebut digolongkan pada dua

'® Sutan Remy Sjahdeini, Op. Cit, hlm.265.
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golongan, (1) pthak pelapor dari penyedia
jasa keuangan dan (2) pihak pelapor .dari
penyedia barang dan/atau jasa. Pihak
pelapor dar1 penyedia jasa keuangan terdiri
dari: Bank; Perusahaan pembiayaan;
Perusahaan asuransi dan perusahan pialang
asuransi; Dana pensiun lembaga keuangan;
Perusahaan efek; Manajer inves#asi;
Kuostodian; Wali amanat; Perposan
sebagai penyedia jasa giro; Pedagang
valuta asing; Penyelenggara alat pem-
bayaran menggunakan kartu; Penyeleng-
gara e-money dan/atau e-wallet; KOpﬂ;I'aSi
yang melakukan kegiatan simpan pinjam;
Pegadaian; Perusahaan yang bergerak di
bidang perdagangan berjangka komoditi;
atau Penyelenggara kegilatan usaha pe-
ngiriman uang. |
Sedangkan pihak pelapor dar1 pe-
nyedia baran dan/atau jasa adalah:
1. Perusahaan properti/agen properti;
Pedagang kendaraan bermotor;
Pedagang permata,;

Pedagang barang seni dan antik; dan

U

Balai lelang.

Pihak pelapor dari unsur penyedia
jasa keuangan sebagaimana diatur dalam
Pasal 17 UU TPPU dibebankan kewajiban
pelaporan terhadap transaksi keuangan
sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Uu
TPPU kepada PPATK. Transaks1 ke-
uangan yang wajib dilaporkan sebagai-
mana dalam Pasal 23 UU TPPU adalah:

1. Transaksi keuangan mencurigakan;
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2. Transaksi keuangan tunai dalam
jumlah paling sedikit Rp. 500.000.000
(Lima Ratus Juta Rupiah) atau dengan
mata uang asing yang nilainya setara,
yang dilakukan baik dalam satu kali
transaksi maupun beberapa kali tran-
saksi dalam 1 (satu) hann kena;
dan/atau;

3. Transaksi keuangan transfer dana dari

dan ke luar negerl.

Transaksi keuangan mencurikagan di
atas -adawlah (1) Transaksi Keuangan yang
menyimpang dari profil, karakteristik, atau
kebiasaan pola Transaksi dar1 Pengguna
Jasa yaﬁg bersangkutan; (2) Transaksi
Keuangan;oieh Pengguna jasa yang patut
diduga dilakukan dengan tujuan untuk
menghindari pelaporan Transaksi yang
bersangkutan yang wajib dilakukan oleh
Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan
Uﬁdang-Undang ini1; (3) Transaks1 Ke-
uangan yang dilakukan atau batal di-
lakukan dengan menggunakan Harta Ke-
kayaan yang diduga berasal dar1 hasil
tindak pidana; atau (4) Transaks: Ke-
uangan yang diminta oleh PPATK untuk
dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena
melibatkan Harta Kekayaan yang diduga
berasal dari hasil tindak pidana.

Sedangkan kewajiban pelaporan ter-
hadap penyedia barang dan/atau jasa dapat
dilakukan apabila sebagai mana diatur
dalam Pasal 27 UU TPPU adaldh transaksi
keuangan yang dilakukan pengguna jasa
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dengan mata uang rupiah dan/atau mata
uang asing yang nilainya paling sedikit
atau setara dengan Rp. 500.00(-]'.000,00
(lima ratus juta rupiah) kepada PPATK.
Pelapor penyedia barang dan/atau
jasa sebagaimana dalam Pasal I23 uu
YPPL ha:::yalah pelapor penyedia barang

seperti, p€rusahaan properti/agen properti,

pedagang kendaraan bermotor, pédagang

permata, pedagang barang seni dan antik,
dan Balai lelang. Seluruhnya adalah pe-
nyedial barang. Sementara tipologi tindak
pidané pencucian uang akhir-akhir ini
tidak‘lagi menggunakan sistera keuangan
dalam menyembunyikan atau menyamar-
kan uang hasil tindak pidananya, pelaku
tindak pidana pencucian uang lebih
memililk penyedia jasa sébagai media
untuk melalukan tindak pidana pencucian
uang, seperti advokat, notaris dan akuntan
publik. l
Kekurangan pelapor terhadap tran-
saks1 keuangan yang memenuhi syarat
untuk dilaporkan ke PPATK dilengkapi
dengan diterbitkannya Peraturan Peme-
rintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang
Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian
Uang, berikutnya ditulis I-"P No. 43 Tahun
2015. Dalam Pasal 2 ayat (1) PP No. 43
Tabun 2015 disebutkan pihak pelapor
terhadap transaksi keuangan yang me-
menuhi syarat untuk dilaporkan ke PPATK
adalah penyedia jasa keuangan dan
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perllyed"ia baran dan/atau jasa, sama denéan
yajlg diatur dalam Pasal 23 UU TPPU.
Sedangkan dalam Pasal 2 ayat (2) PP No.
43" Tahun 2015 ‘menvyebutkan “pihak
pelapor selain dar1 penyedia jasa keuangan
dan penyedia barang dan/atau jasa adalah
(1) notaris; (2) pejabat pembuat akta tanah;
(3) akuntan; (4) akuntan publik; dan (5)
perencana keuangan”. Jadi lima penyedia
jasa tersebut -sebagai pihak pelapor yang
memiliki  kewajiban untuk melaporkan
térhadap transaksi yang memenuhi syarat
untuk dilaporkan kepada PPATK, yakni
transaksi  keuangan yang dilakukan
pengguna jasa dengan mata uang rupiah
dan/atau mata vang asing yang nilainya

paling sedikit atau setara dengan Rp.

1 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

kepada PPATK, sebagaimana diatur dalam
Pasal 27 UU TPPU.

Pasal 2 PP No. 43 Tahun 2015 men-
jadi mnstrument dalam mencegah tindak
pidana pencucian uang vyang dilakukan
melalui non system keuangan serta me-
libatkan prosesi yang memiliki akses ke
lemiaaga keuangan seperti, notaris, PPAT,
akuntan publik dan advokat. Se-seorang
yang bergerak dalam profesi sebagaimana
disebut dalam Pasal 2 ayat (2) PP No. 43
Tahun 2015, jikalau kliennya melihat indi-
kasi adanya tindak pidana pencucian uang
dengan melakukan transaksi keuangan

yané dilakukan dengan mata uang rupiah

‘dan/atau mata uang asing yang nilainya
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paling sedikit atau setara dengan Rp.
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah),
maka wajib melaporkannya kepada
PPATK.

Kewajiban pelaporan yang dilakukan
penyedia jasa keuangan, penyedia barang
dan/atau jasa atau penyedia jasa dapat
menjadi sarana pencegah terjadinya tindak
pidana pencucian uang yang dilakukan

pelaku tindak pidana pencucian uang.

PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan ulasan pembahasan di
atas dapat disimpulkan beberapa hai se-
bagai berikut:

1. Tindak pidana pencucian uang sebagai
suatu proses penyembunylan atau
penyamaran uang hasil tindak pidana
sehingga seolah-olah menjadi uang dari
hasil yang sah. Proses tindak pidana
pencucian uang mengalami perkem-
bangan, awalnya melalui media lem-
baga keuangan atau penyedia jasa ke-
uangan, berkembang melalul media
baran dan/atau jasa, dan akhir-akhir ini
berkembang kepada penyedia jasa
profesional.

2. Untuk mencegah terjadinya tindak
pidana pencucian uang yang tipologi-
nya telah berkembang kearah gate-
keeper yang melibatkan lembaga 'pre-
fesional, seperti advokat dan notaris.

Peraturan perundang-undangan me-

.l
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respon perkembangan tersebut dengan
memperluas lembaga pelapor yang me-
miliki kewenangan pelaporan, semula
hanya penyedia jasa keuangan dan
penyedia barang yang memiliki ke-
wajiban untuk melaporkan terhadap
transaksi yang terindikasi ke arah
tindak pidana pencucian uang. Namun
sekaran penyedia jasa juga telah
diwajibkan untuk melakukan pelaporan
terhadap transaksi keuangan yang
;nengarak ke pada tindak pidana pen-

cuclan uang.

B. Saran

Adépun saran yang dapat disampai-
kan berdasarkan hasil pembahasan diatas
adalahsebagai berikut:

1. Bahwa akademisi, PPATK dan seluruh
masyarakat dapat menganalisa dan me-
mantau perkembangan tipologi tindak
pidana pencucian uang ,agar selalu

~dapat di cegah dengan kebijakan

hukum yang lebih baru.

2. Bahwa perlu dilakukan evaluasi terus
menerus terhadap penyedia jasa ke-
uangan, penyedia barang dan/atau jasa
dan penyedia jasa, disesuikan dengan
perkembangan tipologi dari tindak

pidana pencucian uang.
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